
BAB II

TINJAUAN UMUM KAFALAH BIL UJRAH DALAM PRODUK

BANK GARANSI (KAFALAH)

2.1 Pengertian Umum dan Dasar Hukum Bank Garansi

Dalam rangka menambah sumber-sumber penerimaan bagi bank serta

untuk memberikan pelayanan kepada nasabah, bank menyediakan berbagai bentuk

jasa. Semakin pesatnya persaingan antar bank, bank didorong tidak hanya

mengandalkan sumber penerimaan utamanya dari penyaluran kredit atau

pembiayaan melainkan juga dari jasa-jasa yang diberikan. Penerimaan atau

income yang berasal dari pemberian jasa-jasa ini disebut fee-based income.

Bentuk jasa yang diberikan oleh bank selalu mengalami perkembangan dari waktu

ke waktu, sedangkan salah satu jenis jasa yang ditawarkan oleh bank adalah

fasilitas Bank Garansi30. Jaminan semacam ini biasanya diberikan oleh bank

dengan dengan catatan terlebih dahulu agar nasabah menyediakan jaminan lawan,

dimana besarnya jaminan lawan biasanya melebihi nilai proyek yang dijaminkan.

Hal ini dilakukan guna menjamin nasbah apabila akan mengerjakan proyek.

Jaminan yang diberikan bank ini dikenal dengan nama Bank Garansi31.

Kata Garansi berasal dari bahasa Belanda yang artinya

jaminan. Bank garansi artinya garansi atau jaminan yang diberikan oleh bank.

Bank garansi artinya garansi/jaminan yang diberikan oleh bank, maksudnya bank

30 Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2, Selemba
Empat, Jakarta 2006. Hlm 123.
3131 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2004. Hlm 194.



menjamin pihak yang dijamin (nasabah) memenuhi suatu kewajiban apabila yang

dijamin dikemudaian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain

sesuai dengan persetujuan32. Pengertian Bank Garansi menurut Surat Keputusan

Direksi Bank Indonesia Nomor: 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 tentang

pemberian bank garansi oleh bank adalah :

a. Garansi adalah bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang
mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima
garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji/wanprestasi.

b. Garansi dalam bentuk penandatangan kedua dan seterusnya atas surat-
surat berharga seperti aval dan endosemen dengan hak regres yang dapat
menimbulkan kewajiban membayar bagi bank, apabila pihak yang
dijamin melanggar janji /wanprestasi.

c. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat
menimbulkan kewajiban finansial bagi bank. Dari pengertian mengenai
bank garansi menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
Nomor:23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991, maka dapat diketahui
ada tiga pihak dalam pemberian bank garansi, yaitu:
1. Bank sebagai pemberi jaminan, disebut Penjamin
2. Nasabah sebagai pihak yang dijamin, disebut Terjamin (Debitur)
3. Pihak yang menerima jaminan, disebut penerima jaminan, merupakan
pihak ketiga (Kreditur).33

Bank Garansi adalah perjanjian penanggungan hutang (Borgtoch)

sebagaimana diatur dalam Buku III Bab XVII yaitu Pasal 1820 sampai dengan

Pasal 1850, dimana Bank dalam hal ini bertindak sebagai penanggung. Sehingga

ketentuan-ketentuan KUH Perdata berlaku pula dalam Perjanjian Bank Garansi34.

Adapun dasar hukum bank garansi adalah :

32Thomas Suyatno, dkk, Kelembagaan Perbankan, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
1997, Hal 29.
33 Bank indonesia, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, Tentang Pemberian Garansi Bank,
Nomor 23/88/Kep/Dir, Tanggal 18 Maret 1991.
34 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996.
Hlm 221



tuk penanggungan/ Borgtoch/
Guarantee yang diatur dalam Bab 17 buku III KUH Perdata dari pasal
1820 sampai dengan Pasal 1850. Menurut Pasal 1829 KUH Perdata,
Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak
ketiga, guna kepentingan dia berpiutang, mengikatkan diri untuk
memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak
memenuhinya. Dengan kata lain, seorang pihak ketiga yang disebut
penanggung/ penjamin menjamin kepada pihak yang berpiutang/
kreditor/ penerima jaminan untuk memenuhi prestasinya (wanprestasi).
Sehingga dapat diartikan secara sederhana bahwa Bank Garansi adalah
jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh Bank yang
mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima
jaminan apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi) 35.

Bank Garansi merupakan pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh bank atas

permintaan nasabahnya (terjamin) untuk menanggung risiko tertentu (penggantian

kerugian) yang timbul bila pihak terjamin tidak dapat menjalankan kewajibannya

dengan baik (wanprestasi) kepada pihak yang menerima jainan (beneficiary)36.

Dalam aplikasinya, jenis Bank Garansi pada dasarnya sesuai dengan tipe

perjanjian dan fungsi penjaminan Bank Garansi dalam perjanjian, beberapa jenis

Bank Garansi yang ada antara lain adalah :

a. Bank Garansi Pembelian
Bank Garansi yang diberikan kepada Supplier atau pabrik sebagai
jaminan pembayaran atas pembelian barang-barang oleh nasabah atau
pihak yang dijamin oleh bank.

b. Bank Garansi Pita Cukai Tembakau
Bank Garansi yang diberikan kepada Kantor Bea Cukai sebagai jaminan
pembayaran pita cukai tembakau atas rokok yang dijual oleh pabrik
rokok, dalam hal ini pihak yang dijamin adalah pabrik rokok.

c. Bank Garansi Penanggungan Bea Masuk.
Bank Garansi yang diberikan kepada Kantor Bea Cukai sebagai jaminan
pembayaran bea masuk atas barang-barang yang dikeluarkan dari
pelabuhan milik nasabah.

d. Bank Garansi Tender (Bid Bond).

35 Djumialdi, Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek & Sumber Daya Manusia, Rineka Cipta, Jakarta
1996, hlm 350.
36 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, Zukrul Hakim, Jakarta 2003,
hlm. 130.



Bank Garansi yang diberikan kepada pemilik proyek (Bouwheer) untuk
kepentingan kontraktor atau leveransir yang akan mengikuti tender atas
suatu proyek, dalam hal ini pihak yang dijamin adalah kontraktor atau
leveransir tersebut. Salah satu syarat agar kontraktor atau leveransir dapat
mengikuti tender adalah menyerahkan Bank Garansi.

e. Bank Garansi Pelaksanaan (Performance Bond).
Bank Garansi yang diberikan kepada pemilik proyek (Bouwheer) untuk
kepentingan kontraktor atau leveransir guna menjamin pelaksanaan
pekerjaan atau proyek oleh kontraktor atau leveransir tersebut.

f. Bank Garansi Uang Muka (Advance Payment Bond).
Bank Garansi yang diberikan kepada pemilik proyek (Bouwheer) untuk
kepentingan kontraktor atau leveransir atas uang muka yang diterima
oleh kontraktor tersebut.

g. Bank Garansi Pemeliharaan (Retention Bond).
Bank Garansi yang diberikan kepada pemilik proyek (Bouwheer) untuk
kepentingan kontraktor atau leveransir guna menjamin pemeliharaan atas
proyek yang telah diselesaikan oleh kontraktor tersebut. 37

Hubungan antara pihak penjamin (Bank) dengan pihak yang dijamin

(nasabah) diawali dengan adanya kepercayaan nasabah untuk menyimpan

uangnya pada bank. Bank mempunyai peran penting bagi aktivitas perekonomian,

yaitu sebagai lembaga perantara keuangan (Financial Intermediaries) sebagai

prasarana pendukung yang sangat penting untuk menunjang kelancaran

perekonomian38. Hubungan hukum dalam pemberian fasilitas bank garansi antara

pihak yang dijamin (nasabah) dengan pihak pemberi jaminan (bank) akan

menimbulkan adanya kewajiban dan hak diantara masing-masing pihak.

Hubungan hukum tersebut adalah :

1. Kewajiban Nasabah adalah memberikan sejumlah jaminan lawan
(Counter Guarantee) kepada bank.

2. Kewajiban Bank adalah memberikan jaminan pembayaran kepada pihak
penerima jaminan apabila nasabah yang dijamin ingkar janji.

3. Hak Nasabah adalah menerima jaminan dari bank untuk membiayai suatu
usaha.

37 Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, Op. Cit., hlm 127.
38 Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, Op cit, hlm. 10.



4. Hak Bank adalah menerima sejumlah jaminan lawan milik nasabah dan
menerima komisi/provisi/fee atas penerbitan bank garansi. 39

Bank Garansi sebagai jaminan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama

adalah merupakan salah satu jasa yang diberikan oleh bank, secara umum bank

garansi mempunyai fungsi yang sama bagi masing-masing pihak, antara lain :

1. Bagi Kreditur (Penerima Jaminan), Bank Garansi berfungsi sebagai
jaminan terlaksananya pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian.

2. Bagi Debitur (Terjamin), Bank Garansi berfungsi sebagai sarana
pendukung untuk memberikan jaminan kepercayaan kepada kreditur,
bahwa prestasi yang menjadi hak kreditur akan tetap terpenuhi pada
waktunya, sekalipun ia sendiri berhalangan memenuhinya. Fungsi Bank
Garansi seperti ini memperlancar terjadinya transaksi yang dibuatnya.

3. Bagi Bank (Penjamin), Bank Garansi berfungsi sebagai salah satu sarana
untuk memberikan bantuan fasilitas berbentuk jaminan untuk membantu
memperlancar transaksi yang dibuat oleh nasabah dan krediturnya dan
memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayar oleh
nasabah serta dengan adanya jaminan lawan yang diberikan, maka
kredibilitas bank juga akan meningkat dimata para nasabahnya. 40

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 8 ayat 1, selain

mengandalkan kepercayaan, bank perlu menjalankan sistem pengendalian yang

merupakan komponen penting dalam kegiatan operasional bank untuk

mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek

kehati-hatian. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh bank sesuai standar BI

adalah menerapkan prinsip Prudential Banking dan mengenal Nasabah (know

your customer principle) merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh

perbankan yang sekurang-kurangnya mencakup kegiatan penerimaan dan

39

tas Diponegoro, Semarang 2006.
Hlm 39.
40 OP Simorangkir, Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan, Aksara Persada Press , Jakarta 1985,
Hlm 133.



identifikasi nasabah serta pemantauan kegiatan transaksi nasabah, termasuk

pelaporan transaksi yang mencurigakan41. Bank dalam memberikan kafalah (bank

garansi) setelah pengajuan permohonan, melakukan analisis permohonan yang

seksama kepada makful anh terhadap nasabah, menurut Kasmir yang dikutip

oleh Pandi Afandi diantaranya penilaian meliputi watak (character), kemampuan

(capacity), modal (capital), agunan (colleteral), prospek usaha dari nasabah

debitur (condition)42, agar tidak salah dalam memberikan fasilitas kafalah kepada

yang tidak bisa memenuhi kewajiban, sehingga akan berdampak

merugikan bank.

2.2 Bank Garansi (Kafalah) dalam Bank Syariah

2.2.1 Pengertian Kafalah (

Secara bahasa, al-kafalah berarti al-dhamn (genggaman atau

pegangan), dan al-dhaman (tanggungan atau penjminan)43. Imam al-Sayyid Sabiq

menjelaskan bahwa nama lain dari al-kafalah adalah hamalat / (denda,

tanggungan), dhamanat (penjaminan), dan (harta yang paling

utama/afdal al-mal, dan penjaminan). Oleh karena itu, Ali Fikri, Abd al-Rahman

al-Juzairi dan Ibn Muflih memandang sama antara al-kafalah dengan al-

dhaman44. Imam al-Mawardi, sebagaimana yang telah dikutip Wahbah al-zuhaili,

merinci alasan-alasan mengenai ragam kata yang dipandang semakna dengan al-

41 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Penjelasan Pasal 38 Ayat 1.
42 Pandi Afandi, Analisis Implementasi 5C Bank BPR dalam Menentukan Kelayakan Pemberian
Kredit pada Nasabah, Dosen STIE AMA Salatiga, Salatiga, t.t, hlm 61.
43 hlm. 252.
44 Jaih Mubarok, nesia, Pustaka Bani Quraisy,
Bandung 2004, hlm. 94.



kafalah. Menurut al-Marwadi, istilah-istilah itu dipergunkan secara proporsional

berdasarkan adat. Al-dhaman adalah penjaminan mengenai hutang atau pinjaman;

al- adalah penjaminan harta dalam jumlah besar (al-amwal al-azham /

); dan jaminan untuk menghadirkan seseorang dalam menyelesaikan

masalah qishash atau hutang disebut (kafalah bi al-nafs / )45. Secara

istilah, al-kafalah adalah penjaminan seseorang terhadap yang lain yang

berkenaan dengan jiwa, utang atau zat benda. Menurut Ali Fikri, definisi al-

kafalah dikemukakan oleh ulama Hanafiah dan dinilai lebih shahih46. Ulama

Mazhab Hanafi menerangkan dalam definisi dhaman atau kafalah terdapat dua

pendapat, yaitu:

a. Kafalah ialah mengumpulkan suatu tanggungan kepada tanggungan yang

lain dalam hal menagih atau menuntut diri, hutang atau benda.

b. Kafalah ialah mengumpulkan suatu tanggungan kepada tanggungan yang

lain dalam pokok hutang.

Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi iyah dan Hanabilah, al-

kafalah adalah mengumpulkan penjamin ke dalam tanggungan orang yang di

jamin (yang berhutang) dalam ketetapan atau kewajiban yang hak dalam masalah

hutang, artinya hutang itu menjadi tetap atas tanggungan mereka berdua47.

Perbedaan definisi di atas terlihat dalam persoalan obyek tanggung jawabnya.

Ulama-ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa obyek kafalah tidak hanya

45 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu, Juz VI, Dar Al-Fikr, Beirut 1996, hlm.
4141.
46 Ali Fikri, al- -Madiyat wa Adabiyah, Musthafa Al-Baby ala Halaby,t.,t., hlm. 8.
47 Abdul Aziz Dahlan,dkk, Ensiklopedi Hukum Islam, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2003,
hlm.847.



berupa harta, melainkan juga jiwa, materi dan pekerjaan. Sementara ulama

Mazhab yang lain menyatakan bahwa obyek kafalah tersebut berkaitan dengan

harta, seperti hutang piutang. Dengan demikian definisi ulama-ulama Hanafiyah

obyek kafalah lebih umum48. Menurut Syafii Antonio, kafalah adalah jaminan

yang diberikan oleh penangung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban

pihak kedua atau yang ditanggung. Sedangkan menurut Bank Indonesia, kafalah

adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain

dimana pemberi jaminan bertangug jawab atas pembayaran kembali suatu hutang

menjadi hak penerima jaminan49.

Dari beberapa keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa kafalah adalah

jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk

memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam hal ini, berarti

mengalihkan tanggun jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada

tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

Gambar 2.1 Skema Kafalah

JAMINAN KEWAJIBAN

48 Ibid.
49 Syafii Antonio, Bank Syariha : Wacana Ulama & Cendekiawan, Fakultas Ekonomi UI, Jakarta
1999, hlm 23.



2.2.2 Dasar Hukum Kafalah

Dalam fatwa DSN-MUI tentang kafalah terdapat sejumlah dalil yang

dijadikan alasan atau argumen, yaitu dua buah ayat Al-Quran, tiga buah hadis dan

dua buah kaidah Fikih. Dua ayat Al-Quran yang dijadikan alasan adalah :

Pertama, Dasar hukum untuk akad memberi kepercayaan ini dapat

dipelajari dalam al-Quran pada bagian yang mengisahkan Nabi Yusuf.

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa
yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat)
beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (QS. Yusuf: 72)50

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, ayat di atas menggunakan bentuk, dan jamak

dan di kali lain bentuk tunggal. Misalnya kata im ( ) / penjaminan adalah

bentuk tunggal, tetapi sebelumnya, misalnya kata qalu ) / mereka menjawab,

adalah bentuk jamak. Ini mengisyaratkan bahwa yang berbicara hanya seorang,

yaitu pemimpin rombongan pengejar itu, sedang sisanya menyetujui dan

mengiyakan. Perbuatan demikian dikenal dengan

Sedangkan, perbuatan ini termasuk dhiman dan kafalah51. Jadi,

Kata za im dalam ayat diatas bermakna kafil atau dhamin (pihak yang bertindak

sebagai penjamin sebagaimana dalam kafalah52. Kata zaim dengan makna yang

jamak juga terdapat dalam ayat :

50 Depag RI, Al-Quran dan Terjemahan, CV Diponegoro, Bandung 2000, hlm 360.
51 Muhammad Nasib Ar- Taisiru al-Aliyyul Qqdir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2,

52 Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Gema Insani, Jakarta 2001, hlm.124



bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?" (QS. Al-
Qalam: 40)53

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, maksudnya katakanlah kepada mereka

tersebut? Dan mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang

yang benar untuk memberikan jaminan terhadap keputusan yang diambil saat

itu54.

Kedua, demikian juga dalam riwayat hadis, transaksi kafalah (penjaminan)

telah terjadi semenjak masa Rasulullah SAW. Beberapa hadis Nabi yang

berkaitan dengan kafalah antara lain adalah:

55

(HR. Ibnu Majah).56

57

53 Depag RI, Al-Quran dan Terjemahan, CV Diponegoro, Bandung 2000, hlm 963.
54 M. Abdul Ghoffar E.M dan Abu Ihsan Al-Atsari (pengh.), Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 8, Pustaka
Imam Asy-
55 Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., hlm.
804.
56 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah....Op.Cit. hlm 190.
57 Abi Husain ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi al-Naisaburi, Sahih Muslim, Beirut: Dar al-
Fikr, t.t., hlm. 722.



tanggungan, lalu saya datang dan meminta

tanggungan itu darimu dengan shadaqah, dan beliau berkata lagi, kami

Qubaysyah, sesungguhnya tidak benar meminta dan diharamkan
kecuali dalam tiga hal: seseorang yang memikul suatu tanggungan,
maka diperbolehkan ia meminta bantuan sehingga ia dapat

(HR. Muslim).

Hadits nabi dari Salamah bin Al-

58

Al Makkiy bin Ibrahim telah
menceritakan kepada kami Yazid bin Abi 'Ubaid dari Salamah bin Al Akwa'
radliallahu 'anhuberkata: Kami pernah duduk bermajelis dengan Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam ketika dihadirkan kepada Beliau satu jenazah
kemudian orang-orang berkata: Shalatilah jenazah ini. Maka Beliau
bertanya: Apakah orang ini punya hutang? Mereka berkata: Tidak.
Kemudian Beliau bertanya kembali: Apakah dia meninggalkan
sesuatu? Mereka menjawab: Tidak. Akhirnya Beliau menyolatkan jenazah
tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain kepada Beliau, lalu
orang-orang berkata: Wahai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam,
sholatilah jenazah ini. Maka Beliau bertanya: Apakah orang ini punya
hutang? Dijawab: Ya. Kemudian Beliau bertanya kembali: Apakah dia
meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab: Ada, sebanyak tiga dinar. Maka
Beliau bersabda: Shalatilah saudaramu ini. Berkata, Abu
Qatadah: Shalatilah wahai Rasulullah, nanti hutangnya aku yang

58 Muhammad Issmail Al Bukhari, Shahih Bukhari Kitab Al Hawalah, Hadis No. 2127, Dar Al
Fiqr, Beirut, t.t., hlm 23.



menanggungnya. Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam menyolatkan
(HR Bukhari)59.

Terakhir, Selain ayat Al-Quran dan Hadits, ketentuan yang menjadi dasar

pemberian kafalah ini adalah berupa Kaidah Fiqh yang berbu Pada dasarnya,

semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan

dan bahaya (beban berat) harus dihilangkan 60. Dan kaidah fiqih

(beban berat) harus dihilangkan 61. Berdasarkan pada keterangan hadist diatas,

maka pada dasarnya kafalah itu dibolehkan, hanya saja mereka berbeda pendapat

dalam hal tertentu, misalnya mengenai upah / ujrah pada akad kafalah. Perlu

diketahui, kafalah yang dilakukan dengan niat yang ikhlas mempunyai nilai

ibadah yang berbuah pahala.

2.2.3 Jenis Kafalah

Imam al-Sayid Sabiq membagi al-kafalah menjadi dua: penjamin jiwa

(kafalah bi al-nafs) dan penjamin harta (kafalah bi al-mal)62. Penjaminan jiwa

adalah kewajiban pihak ketiga menghadirkan pihak kedua apabila diperlukan; dan

penjamina harta adalah jaminan pihak ketiga terhadap pihak pertama yang

berkenaan dengan harta yang berbeda pada pihak kedua. Secara umum, al-

kafalah bil al-mal dibedakan menjadi tiga: pertama, al-kafalah bi

al-dayn penjaminan oleh pihak ketiga untuk mengembalikan harta

yang berada ditangan pihak kedua; kedua, al-kafalah bi al- (

59 Fatwa Dewan Syariah Nasional No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah, Menginat Point (3).
60 Ali Ahmad al-Nadawy, Al- -Dhawabith al-Fiqhiyyah, t.t, 1999, hlm 390.
61 Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 11/DSN-
angka 6.
62 Al-Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnat, Al- hlm. 284.



atau al-kafalah bi al-taslim , yaitu penjaminan pihak ketiga untuk

mengembalikan harta yang berada di tangan pihak kedua , kepada pihak pertama;

baik harta itu berbeda di tangan kedua karena pinjaman maupun gasab; dan

ketiga, al-kafalah bi al-dark , yaitu jaminan untuk melakukan

penyusulan atau pengerjaan terhadap sesuatu yang dilakukan secara keliru;

umpamanya seseorang menjamin untuk melakukan pengerjaan terhadap benda

yang dijual oleh pihak penggadai, peminjam atau penggasab kepada pihak lain63.

Dalam rangka menjelaskan perbedaan antara al-dhaman dengan

al-kafalah, al-dhaman manjadi tiga: petama,

penjaminan mengenai utang (dhaman al-dayn / ) , yaitu seseorang

meminjam uang (benda) kepada yang lain atas jaminan pihak ketiga; pihak ketiga

ini disebut dhamin al-dayn atau kafil al-dayn ; kedua,

dhaman radd al- -madhmunat , yaitu penjaminan

untuk mengembalikan benda yang dijaminnya; seperti benda yang dipinjam (al-

ariyat / ) atau digasab (gashb / ). Dua al-kafalah tersebut dalam

pandangan imam al-Sayid Sabiq disebut / kafalah bi al-mal; dan ketiga,

kafalah bi al-nafs / atau iltizam ihdhar syakh dhamanah

; yaitu kewajiban pihak ketiga untuk menghadirkan pihak kedua apabila

untuk menghadirkan pihak kedua oleh seseorang kepada pihak pertama disebut

kafalah. Oleh karena itu, dalam pandangan ula al-kafalah adalah

63 Ibid., hlm 284-287.



bagian dari al-dhaman, karena penjaminan untuk menghadirkan seseorang

(dhaman al-abdan) disebut kafalah64.

2.2.4 Ketentuan Umum Kafalah

Menurut Imam abu Hanifah dan Muhammad, rukun kafalah adalah : ijab

dari penjamin dan qabul dari pihak berpiutang65. Dalam fatwa DSN-MUI

dijelaskan bahwa al-kafalah adalah akad jaminan yang diberikan oleh penanggung

(kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang

ditanggung ( )66. Ketentuan umum kafalah dalam hal ini diatur

-MUI/IV/200067. Yang

ditanda tangani oleh K.H Ali Yafie (ketua) dan H.A Nazri Adlani (sekertaris) pada

tanggal 13 April 2000 ( Muharram 1421 H), dengan ketentuannya :

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk

menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

2. Penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan.

3. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan

secara sepihak.

Rukun dan syarat kafalah

No.11/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Kafalah adalah sebagai berikut68:

1. Pihak Penjamin (Kafiil)

64 Ali Fikri al- -Madiyat wa Adabiyah, Musthafa Al-Baby ala Halaby,t.,t., hlm. 12-13.
65 Muhammad bin Ali Asy Syaukani, Fathu Al Qadir Jilid 5, Dar Al Kutubi, Damaskus, t.,t., hlm
391
66 Fatwa DSN-MUI nomor 11/DSN-
67 Wirdyaningsih, SH., MH., Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta 2005,
hlm.163
68 Ibid.



a. Baligh (dewasa) dan berakal sehat.

b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya

dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut.

2. Pihak Orang yang berutang ( )

a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.

b. Dikenal oleh penjamin.

3. Pihak Orang yang Berpiutang (Makfuul Lahu)

a. Diketahui identitasnya.

b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.

c. Berakal sehat.

4. Obyek Penjaminan (Makful Bihi)

a. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang,

benda, maupun pekerjaan.

b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin.

c. Harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus

kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.

d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.

e.

Sahnya kafalah tergantung kepada syarat-syarat yang ditentukan dalam

aturan islam69. Pada hakikatnya pemberian kafalah ini akan memberikan

kepastian dan keamanan bagi pihak ketiga untuk melaksanakan isi

69

Skripsi, Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008, hlm 39.



perjanjian/kontrak yang telah disepakati tanpa khawatir apabila terjadi sesuatu

dengan nasabah sehingga cidera janji untuk memenuhi prestasinya.

2.3 Imbalan atau Upah (fee) dalam Akad kafalah (Kafalah bil Ujrah)

2.3.1 Imbalan atau Upah dalam Hukum Positif

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam

produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan

atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga

yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Menurut pernyataan Professor Benham

yang dikutip oleh Afzalurrahman : pah dapat didefinisikan dengan sejumlah

uang yang dibayar oleh orang yang memberi perkerjaan kepada seorang pekerja

70. Setiap transaksi yang berkaitan dengan kafalah

(Bank Garansi) akan dikenakan biaya. Biaya-biaya yang dikenakan pada nasabah

yang mengajukan permohonan bank garansi merupakan balas jasa atau

pendapatan bagi bank. Biaya-biaya ini merupakan kompensasi dari resiko yang

akan dihadapi bank yang mungkin akan terjadi dikemudian hari71.

Dalam mekanisme sistem perbankan syariah, bank garansi diaplikasikan

dalam bentuk pemberian jaminan bank dengan terlebih dahulu diawali dengan

pembukaan fasilitas yang ditentukan oleh bank atas dasar hasil analisa dan

evaluasi dari nasabah yang akan diberikan fasilitas tersebut. Pihak bank sebagai

lembaga yang memberikan jaminan ini akan terlihat pada perkiraan administratif

70 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jil 2, Alih bahasa Soeroyo, Dana Bhakti Wakaf,
Yogyakarta 1995, hlm 361.
71 Faturrahman Djamil, Penyelesaian...Op.Cit., Hlm 62-63.



baik berupa laporan keuangan komitmen maupun kontijensi. Pihak bank akan

memperoleh manfaat berupa peningkatan pendapatan atas upah (fee) yang mereka

terima sebagai imbalan atas jasa yang diberikan, sehingga akan memberikan

kontribusi terhadap perolehan pendapatan mereka. Penerimaan atau income yang

berasal dari pemberian jasa ini disebut fee-based income.

Ada perbedaan pendapat yang besar dikalangan ahli ekonomi mengenai

masalah penetapan upah. Secara umum teori yang telah diberikan oleh beberapa

ahli ekonomi, mengatakan upah ditetapkan berdasarkan ketentuan Produktivitas

Marginal72. Yaitu penetapan harga (dalam hal ini upah) terhadap pendayagunaan

input (employment) dalam hal ini kinerja. Sejumlah teori yang menengahi

pendapat yang saling bertentangan ini yang menawarkan suatu penyelesaian

tentang persoalan upah berdasarkan hasil pemikiran mereka termasuk dalam

pandangan Islam.

2.3.2 Imbalan atau Upah dalam Hukum Islam

Dari segi ada atau tidak adanya kompensasi secara fiqih muamalat

membagi lagi akad menjadi dua bagian, yakni akad dan tijarah. Akad

gratuitous contract) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut

non-profit transaction73. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis

untuk mencari keuntungan komersil. Akad ini dilakukan dengan tujuan tolong-

menolong dalam rangka berbuat kebaikan ( berasal dari kata birr dalam

72 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, PT. Dana Bhakti Wakaf, jil.2, Yogyakarta 1995. Hlm.
362.
73 Adiwarman Karim, Bank Islam... Op. Cit. Hlm 66.



bahasa arab, yang artinyakebaikan). Dalam hal ini, pihak yang berbuat kebaikan

tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lain. Imbalan

dari akad adalah dari Allah SWT., bukan dari manusia. Namun demikian

pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada conter-part-nya

untuk sekedar menutupi biaya (cover the cost) yang dikeluarkannya untuk dapat

melakukan akad tersebut74.

Gambar 2.2 Skema Akad

74 Ibid, hlm 68.



Berdasarkan Gambar 2.2 diatas, transaksi yang tidak bertujuan untuk

mencari keuntungan terbalut dalam pendanaan, jasa pelayanan dan kegiatan

sosial.

Pembahasan tentang upah dalam Islam secara umum masuk dalam ranah

ijarah yaitu sewa menyewa dalam arti menyewa tenaga atau jasa seorang pekerja.

Adapun untuk penentuan upah, rujukan awalnya adalah kesepakatan antara kedua

belah pihak75. Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas

masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak. Upah

ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun.

Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa

adanya ketidakadilan terhadap pihak lain76. Prinsip pemerataan terhadap semua

makhluk tercantum dalam Al-Quran.

ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika
kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu;

(Q.S Al-Baqarah:
279)77

75 Heri Setiawan, Upah Pekerja/Buruh Perspektif Hukum Positif dan Hukum Positif dan Hukum
Islam, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2014, hlm 4.
76 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, PT. Dana Bhakti Wakaf, jil.2, Yogyakarta 1995. Hlm.
363.
77 Depag RI, Al-Quran dan Terjemahan, CV Diponegoro, Bandung 2000, hlm 70.



Dalam Tafsir Ibnu Katsir, maksudnya kalian tidak berbuat zhalim dengan

mengambil pokok harta itu. Karena pokok harta kalian dikembalikan tanpa

tambahan atau pengurangan (yaitu: memperoleh kembali pokok harta)78. Dalam

perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperintahkan untuk bersikap jujur

dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya

terhadap oranglain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri. Oleh karena itu

Al-Quran memerintahkan kepada majikan untuk membayar para pekerja dengan

bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang

sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri79. Prinsip keadilan yang

sama tercantum dalam Al-Quran Surat Al Jatsiyah, sebagai berikut :

an Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan
agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka
tidak akan dirugikan Al- Jatsiyah : 22)80

Ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai

dengan apa yang dikerjakan; jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa

diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka hal tersebut dianggap ketidakadilan

dan penganiayaan. Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus

ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerjasama produksi

78 M. Abdul Ghoffar E.M dan Abu Ihsan Al-Atsari (pengh.), Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1, Pustaka
Imam Asy-
79 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi...., Loc. Cit. Hlm. 363.
80 Depag RI, Al-Quran dan Terjemahan, CV Diponegoro, Bandung 2000, hlm 818.



dan untuk itu harus dibayarkan tidak kuarang, juga tidak lebih dari apa yang telah

dikerjakan.81 Tentang prinsip ini disebut lagi dalam surat Al-Ahqaf Ayat 19 :

-masing mereka derajat menurut apa yang telah
mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan)
pekerjaan-pekerjaan mereka 82

Dan dalam

rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan
rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa
apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi
pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan)

83

Meskipun dalam ayat ini terdapat keterangan tentang balasan terhadap

manusia di akhirat kelak terhadap pekerjaan mereka didunia, akan tetapi prinsip

keadilan yang disebutkan di sini dapat pula diterapkan kepada manusia dalam

memperoleh imbalannya di dunia. Oleh karena itu, setiap orang harus diberikan

imblan penuh sesuai hasil kerjanya dan tidak seorangpun yang harus diperlakukan

secara tidak adil84. Secara ringkas Islam menekankan tentang sistem pengupahan

dengan kontrak antara kedua belah pihak, sehingga asas keadilan yang dijunjung

tinggi Islam dapat terlaksana, semua saling rela tanpa ada paksaan dari salah satu

pihak, kemudian islam juga mengajarkan agar membayar upah secepat mungkin.

81 Ibid, hlm. 364.
82 Depag RI, Al-Quran dan Terjemahan, CV Diponegoro, Bandung, 2000.
83 Ibid.
84 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi...., Op. Cit. Hlm 365.



Islam lebiih menekankan upah pada konsep moral, tidak hanya sebatas materi

tetapi menembus batas kehidupan yakni dimensi akherat, yang disebut pahala85.

Rambu-rambu pengupahan dalam islam ada dua yaitu adil dan layak, adil

bermakna jelas dan transparan serta proposional. Sedangkan layak berarti cukup.

2.4 Imbalan atau Upah dalam Bank Garansi

Dalam pemberian Garansi Bank, bank dapat memungut upah sebagai ujrah

(fee) dan biaya administrasi. Besarnya upah (ujrah) dan biaya adminitrasi tersebut

tergantung pada kebijakan bank syariaah yang bersangkutan86. Dapat dianalogikan

dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tanggal 14

September 2002 tentang L/C Impor syariah, besarnya ujrah harus disepakati

diawal akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk

prosentase. Pelaksanaan pemungutan upah (ujrah) dan biaya administrasi menurut

faturrahman djamil tersebut dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Pada Saat Penandatanganan Akad dan Penerbitan Warkat Garansi Bank
Pada saat nasabah menandatangani Akad Pemberian Fasilitas Garansi Bank
(Kafalah) dan Kontra Garansi, Bank memungut Ujrah atas penyediaan
fasilitas Garansi Bank (Kafalah) pada saat garansi bank diterbitan oleh
bank, bank memungut biaya administrasi oleh bank, bank memungut biaya
administrasi Perwarkatan Garansi Bank.

b. Dalam Hal Nasabah Cidera Janji (Default)
Pada saat nasabah cidera janji atau wanprestasi (default) kepada pemegang
Garansi Bank, maka bank dapat memungut upah (ujrah) dan atau biaya
administrasi serta denda dengan rincian sebagai berikut:

a. Apabila Garansi Bank diterbitkan dengan kontra garansi full cover, maka
bank hanya dapat memungut biaya administrasi saja bila ada, karena
risiko finansial bagi bank tidak ada.

85 Muhammad Darwis, Upah Minimum Regional Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam,
vol XI No 1, Jurnal Hukum Islam, Yogyakarta, hlm 118.
86 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, Sinar Grafika,
Jakarta 2012. Hlm 62-63



b. Apabia garansi bank diterbitkan dengan kontra garansi non full cover,
maka bank dapat memungut upah (ujrah) karena bank telah melakukan
pembayaran sejumlah uang kepada pemegang Garansi Bank. Uang yang
telah dibayarkan oleh bank tersebut, wajib dibayarkan kembali oleh
nasabah kepada bank. Disamping ujrah tersebut, bank dapat memungut
biaya administrasi. Dalam hal nasabah terlambat membayar kembali dana
yang telah dibayarkan oleh bank tersebut berikut ujrah-nya, maka bank
dapat mengenakan denda. 87

2.5 Pendapat Ulama Kafalah

Kafalah adalah akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil)

kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang

ditanggung ( ). Tiga Fatwa DSN yang membolehkan memperoleh

ujrah (fee) atas jasa kafalah88:

a. Fatwa NO: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang kafalah yang berbunyi :

"Ketentuan Umum Kafalah: Dalam akad kafalah, penjamin dapat

menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan".89

b. Fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card, yang berbunyi :

"Akad yang digunakan dalam Syariah Card adalah; Kafalah; dalam hal
ini Penerbit Kartu adalah penjamin (kafil) bagi Pemegang Kartu
terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari
transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant, dan/atau penarikan
tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian
Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah kafalah)".90

c. Fatwa No. 57/DSN-MUI/V/2007 tentang Letter Of Credit (L/C) dengan

Akad Kafalah Bil Ujrah yang berbunyi :

87 ibid.
88Oleh Erwin Tarmizi http://ustadzsbu.blogspot.com/2009/04/kafalah-bil-ujrah-imbalan-akad-
jaminan.html (Diakses 18 Maret 2015, pukul 20.18 WIB)
89 Kerjasama Dewan Syariah Nasional MUI-BI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI,
Ed. Revisi, Cet. III, CV. Gaung Persada 2006, hlm. 72
90 Tim Penulis DSN-MUI, Himpunan Fatwa DSN, jilid II, hlm. 19.



"L/C Akad Kafalah Bil Ujrah adalah transaksi perdagangan ekspor
impor yang menggunakan jasa LKS berdasarkan akad Kafalah, dan atas
jasa tersebut LKS memperoleh fee (ujrah)".91

Adapun yang membolehkan imbalan atas jasa kafalah seperti halnya pada

konferensi Organisasi Islam ke-3 di Aman Yordania tanggal 8-13 Shafar 1407 H,

bertepatan dengan 11 Oktober 1986, para ahli fiqih memberikan putusan

mengenai aturan pemberian beban biaya pada pada pengguna Banking Card yaitu

: (1) Boleh, mengambil upah pelayanan pinjaman (margin, beban sewa). (2) upah

harus dalam batas biaya operasional. (3) Bunga pelayanan operasional hukumnya

haram, karena mengandung riba92. Menurut Imam Malik yang dikutip dari Kitab

Al Muqadimat Al Mumahhadah bi, beliau

mengatakan :

Pembayaran ujrah adalah sah walaupun tidak diketahui kadar objek yang
dijaminkan. Sebab pihak yang memberi tanggungan, telah membayar apa
yang pihak penanggung lakukan, dan apa yang telah kafil lakukan

93

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, dalam situasi seperti ini, boleh meberikan

imbalan atau kompensasi kepada kafil karena memang terpaksi dan kondisi

mendesak atau adanya hajat yang bersifat umum. Karena jika syarat adanya

imbalan tidak terpenuhi, maka itu akan menyebabkan ada kemashlahatan yang

tidak dijalani94. Pengambilan keuntungan dalam suatu kegiataan usaha dalam

91 ibid, hlm. 44.
92 Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, Mudadzamat al Muktamar al Islam, Majma al Fiqh al
Islam, 1407 H : 27.
93 Al Qurthubi, Al Muqadimat Al Mumahhadah II, Darul Fiqr, Beirut, 1408 H, Hlm 378.
94 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam ..... Op.Cit. Hlm 75.



islam harus didasari dengan suatu usaha atau prestasi tertentu. Hal ini

sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis berikut :

95

Abu Abdullah (Azzubair) bin Al-Awwam r.a berkata : Rasulallah SAW
bersabda: Demi sekiranya salah satu kamu membawa tali dan pergi ke
bukit, untuk mencari kayu kemudian dipikul ke pasar untuk dijual, dan
dapat dengan itu menutup air mukanya. Maka yang demikian itu lebih baik
daripada meminta-minta pada orang-orang, baik mereka memberi atau

Prestasi yang dilakukan pada setiap kegiatan dan pelaku ekonomi yang

bertujuan mendapat keuntungan diatur dalam Islam, dijelaskan mengenai konsep

pengambilaan keuntungan dalam setiap kegiatan ekonomi didasari oleh teori

Harga dan Laba yang adil seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Taymiyah (661-

728H) dan Ibnu Al Arabi. Menurut ibnu Taymiyah mengatakan dalam majmu

fatawa Iwad al mitsil) akan diukur dan ditaksir

oleh hal- 96. Menurut Ibnu Al Arabi,

yang setara (iwadh

University di Malaysia, komponen iwadh yang dapat membenarkan seseorang

untuk mengambil keuntungan adalah setara dengan nilai ketika seseorang

menanggung risiko (ghurmi/risk), setara dengan nilai berusaha atau bekerja

95 Muhammad Ismail Al Bukhari, Shahih Bukhari Kitab Buyu, Hadis No. 2122, Dar Al Fiqr,
Beirut, Hlm 36.
96 Ibnu Taimiyah, -Islam,



(ikhtiyar/ kasb/effort) dan setara dengan tanggung jawab yang diemban

(dhaman/liability)97.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, selama pihak penjamin belum mengeluarkan

harta untuk membayar utang yang dijaminnya itu, maka ia tidak berhak meminta

ganti kepada pihak yang dijaminnya itu. Karena keberadaan hak atau kewenangan

menagih tergantung kepada adanya al-Qardh (utangan) dan at-Tamlik

(pemilikan), serta semua itu tergantung kepada adanya pembayaran dan penunaian

utang, sementara disini belum ada98. Berikut ini pendapat ulama-ulama mazhab

yang melarang imbalan dalam akad kafalah :

1. Pendapat Ulama Mazhab Hanafi

Para ulama dalam mazhab Hanafi berpendapat berdasarkan Hadits yang

diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut:

99

(HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).100

Mazhab hanafi mengartikan gharim mengembalikan sejumlah yang dijamin

tanpa ada tambahan lain, jadi bahwa akad kafalah dan imbalan tidak sah bila kafil

(penjamin) mensyaratkan imbalan dari jaminan yang dia berikan kepada pihak

yang dijamin , dan bila tidak disyaratkan dalam akad dan pihak yang

97 http://iqrapedia.blog.com/perbankan-syariah/ diakses 24 Juli 2015.
98 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam ...... Op.cit. Hlm 63
99 Abu Abdillah Muhammad bin yazid, Sunah ibnu Majah, Juz II, Beirut: Dar Al Fiqr, t.t., hlm
804.
100 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah....Op.Cit. hlm 190



dijamin memberikan imbalan dengan sukarela maka imbalannya tidak sah namun

akad kafalah tetap sah. Ibnu Nujaim (wafat: 970 H) berkata :

101

Dalam terjemahan bebas untuk pendapat ibnu nujaim diatas mengatakan

seseorang melakukan akad kafalah terhadap orang lain dan menerima imbalan

dari orang yang dijamin. Akad ini memiliki 2 bentuk: 1. Imbalan tidak

disebutkan/disyaratkan dalam akad maka hukum imbalannya tidak sah namun

dan akad kafalahnya tidak sah.

2. Pendapat ulama Mazhab Maliki

Ad Dasuki (wafat: 1230 H) berkata:

102

Dalam terjemah bebas untuk pendapat Ad-Dasuki diatas kafalah yang tidak

sah adalah kafalah yang tidak memenuhi syarat, seperti; menerima imbalan dari

akad kafalah.

101 Ibn Nujaim, Al-Bahr Al- Dar Al -
102 Al-Dardir, Hasyiyah Al-Dasuqi, Dar Al-Fikr, Juz 3, Hlm. 77.



Beberapa ahli fikih dalam mazhab Maliki menghukumi akad kafalah dengan

imbalan tidak sah (fasid) tanpa membedakan imbalan yang disyaratkan pada saat

akad ataupun tidak.

3. Pendapat Ulama Mazhab S

Al Mawardi (wafat: 450 H) berkata:

103

Dalam terjemahan bebas disebutkan bahwa, jika seseorang meminta orang

lain untuk menjadi penjaminnya dan dia akan memberikan imbalan kepadanya,

akad ini tidak dibolehkan. Dan imbalannya tidak sah. Dan akad kafalah yang

dengan persyaratan imbalan tidak sah.

ulama dalam mazhab Hanafi, yaitu: bila imbalan disebutkan dalam akad maka

imbalan dan akad kafalah tidak sah, namun bila tidak disyaratkan dan diberikan

dengan sukarela maka akad kafalahnya sah namun imbalannya tidak sah.

sah menggantungkan kafalah kepada sebuah syarat, seperti jika pihak kafil

104.

103 Muhammad bin Hibib Al-Marudi Al-Busyri, Al-Hawi Al-Kabir, Dar Al-Kutub Al-Illmiyah, Juz
6, hlm 443.
104 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam....... Op.Cit. Hlm 43-44.



4. Pendapat Ulama Mazhab Hanbali

Ibnu Qudamah (wafat: 620 H) berkata:

105

Terjemahan bebas untuk pendapat Ibnu Qudamah, diketahui jika seseorang

Para ahli fikih dalam mazhab Hanbali juga tidak membolehkan menerima

imbalan dari akad kafalah secara mutlak, baik disyaratkan ataupun tidak

disyaratkan. Sedangkan dalam buku panduan lembaga keuangan syariah

internasional " yang disusun oleh AAOIFI dalam pasal V

ayat 3/1/5, yang berbunyi :

106

Bila diterjemahkan bebas untuk pendapat diatas dikatakan bahwa

keuangan syariah tidak dibolehkan secara mutlak mengambil atau memberikan

ujrah (fee) sebagai imbalan atas jasa kafalah".

Para ulama mazhab mengharamkan imbalan atas jasa kafalah. Hal ini

berdasarkan dalil dalil berikut :

105 Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Juz 6, Al Maktab Al Islami, t.t.p., 1988, hlm 429.
106 -Muhasabah wa al- -al- -Maliyah al-Islamiyah,
Bahrain, Al Ma'ayir As Syariyyah, Mei 2001. hlm 49- 57



Pertama, Hadis Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam

107

Setiap manfaat yang diperoleh pihak pemberi hutang adalah riba

(HR. Baihaqi)108

Kedua, (Konsensus Para Ulama).

Para ulama mazhab sepakat bahwa imbalan yang diterima dari akad

kafalah tidak dibolehkan. Ij

Al Isyraf

109

Dalam terjemah bebas pendapat ibnu munjir diatas adalah Semua ulama -

yang kami ketahui- sepakat bahwa imbalan yang diterima dari akad kafalah tidak

halal dan tidak dibolehkan.

Al Hattahunab (ulama mazhab Maliki, wafat tahun 954H) berkata:

110

Dalam tafsir bebas untuk pendapat diatas, bahwa Akad kafalah dengan

persyaratan ujrah (fee) disepakati oleh para ulama hukumnya tidak dibolehkan.

Ar Ruhuni (ulama mazhab Maliki, wafat tahun 1230H) berkata:

111

107 Hafidz Ibn Hajjar Al-Asqalani, Bulugh Al-Maram, Surabaya, Darrul Al-Ilmi. Hlm
108

109 Ibnu Al Mundzir al Naisaburi, Al Isyraf ala Madzahib al Ulama, jilid I, hlm 120.
110 Muhammad Al Hatab, Mawahibul jalil, Juz 6, Dar Al Kutub Al-Ilmiah, hlm 3.
111 Hasyiyah Ruhuni ala syarh Zarqani, jilid VI, hal 25.



Dalam tafsir bebas pendapat Ar-ruhuni mengatakan para ulama sepakat

bahwa akad kafalah dengan imbalan yang diterima oleh kafil tidak halal dan

tidak boleh.

Hakikat akad kafalah adalah pihak penjamin (kafil) bersedia membayar

hutang (pihak yang dijamin) kepada makful lahu (pihak orang yang

berpiutang). Maka jika kafil membayarkan hutang kepada makful

lahu posisi kafil berubah menjadi muqridh (pihak yang memberikan hutang)

kepada . Dan bila disyaratkan imbalan dalam akad kafalah maka

kafil yang sudah berubah fungsi sebagai muqridh nantinya akan menerima

piutangnya dan manfaat (yaitu: imbalan akad kafalah). Dengan demikian imbalan

yang diterima kafil dari akad kafalah pada hakikatnya adalah riba yang didapatkan

dari akad qardh (pinjaman).

2.6 Penelitian Terdahulu

Pengambilan penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan

perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan

dengan penelitian yang akan dilakukan. Sejauh ini penulis telah menelusuri

literature yang sesuai dengan penelitian, ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan

dengan permasalahan yang dalam skripsi ini, yaitu: Salah satu Penelitian

terdahulu yang pernah dilakukan oleh Erli Nuryadi berjudul Analisa Pemberian

Bank Garansi dalam Sistem Syariah (Kafalah) dan Pelaksanaanya Pada PT. Bank

Muamalat Indonesia, Tbk. Dalam penelitian ini memfokuskan pada Jaminan

Pelaksanan akad kafalah di PT. Bank Muamalat, Tbk.



Skripsi oleh Heri Setiawan, yang berjudul Upah Pekerja/Buruh Perspektif

Hukum Positif dan Hukum Positif dan Hukum Islam. Pada skripsi ini membahas

mengenai Etika pemberian Upah yang layak menurut Islam yang diberikan

kepada pekerja atau pegawai112. Sedangkan, Tesis karya Priscilla Febriana, SH.,

n Perjanjian

Kerjasama Antara Supplier Dengan Distributor, Studi Pada PT Bank Danamon

Tbk Cabang Pemuda Semarang . Pada Tesis ini membahas mengenai sudut

pandang secara hukum tentang mekanisme dan penyelesaian terhadap deposito

sebagai jaminan bank garansi serta pemberian bank garansi dalam perjanjian

kerjasama antara Supplier dengan Distributor113.

Dari penelitian sebelumnya hal yang membedakan dengan penelitian

sekarang adalah variabel yang digunakan dan lokasi penelitiannya dan objek yang

di teliti, dengan variabel bebas Kafalah Bil Ujrah dan variabel terikat berupa

penerbitan warkat bank garansi dari sisi penetapan upah dalam akad kafalah

menurut Hukum Islam dan pendapat Ulama mazhab.

112

, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2014,
113 Pric


